
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 70 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketert iban dan 
kelancaran pelaksanaan kegiatan/pekerjaan di 
Kabupaten Karanganyar per lu adanya pedoman 
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan bagi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah T a h u n Anggaran 2016; 

b. bahwa u n t u k maksud tersebut per lu mengatur 
Peraturan Bupat i tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun Anggaran 2016. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Kons t ruks i (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang 
Ke ins inyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5520); 

V 



6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah d iubah beberapa kal i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
Kons t ruks i (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 
dan Peran Masyarakat Jasa Konst ruks i (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 157); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Kons t ruks i (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 3956) sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruks i (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2010 Nomor 95); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 
Konst ruks i (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3957); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Mi l ik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 T a h u n 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5642); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah d iubah 
beberapa ka l i t e rakhir dengan Peraturan Menteri 
Da lam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menter i Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
T a h u n 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang Mi l ik Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan U m u m 
Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan U m u m Nomor 4 
T a h u n 2011 tentang Pedoman Persyaratan 
Pemberian Izin Usaha Jasa Konst ruks i ; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan U m u m Nomor 
7 / PRT/M / 2011 T a h u n 2011 tentang Standar 
Pedoman Pengadaan Jasa Kons t ruks i dan 
Konsul tans i sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan U m u m Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Pekerjaan U m u m Nomor 7/PRT/M/2011 Tahun 
2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa 
Kons t ruks i dan Konsul tans i ; 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan U m u m Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pembagian Klasif ikasi dan Sub 
Klasif ikasi Usaha Jasa Konstruks i ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 
T a h u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 
Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 13); 

20. Peraturan Bupat i Karanganyar Nomor 84 
T a h u n 2014 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 84) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan 
Peraturan Bupat i Karanganyar Nomor 29 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupa t i Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belanj a 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 
Nomor 29). 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat i i n i , yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

u n s u r penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimp in pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang 
menjadi kewenangan otonom; 

3. Bupa t i adalah Bupat i Karanganyar; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

dis ingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Karanganyar; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
selanjutnya dis ingkat APBN adalah rencana 
keuangan t ahunan pemer intahan negara yang 
d isetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya dis ingkat APBD adalah rencana 
keuangan t ahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan d i te tapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya 
dis ingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
pemer intah daerah yang menggunakan APBN 
dan/atau APBD; 

8. Un i t Kerja adalah bagian dar i SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa program; 

9. Program adalah penjabaran kebi jakan SKPD dalam 
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan u n t u k mencapai hasi l yang t e rukur 
sesuai dengan mis i SKPD; 



10. Kegiatan adalah bagian dar i program yang 
d i laksanakan oleh satu atau lebih u n i t kerja pada 
SKPD sebagai bagian dar i pencapaian sasaran 
t e r u k u r pada suatu program dan terdir i dar i 
s ekumpulan t indakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil (sumber daya manusia) , 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 
dana atau kombinasi d a n beberapa atau kesemua 
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) u n t u k menghasi lkan ke luaran (output) 
dalam ben tuk barang/jasa; 

11 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya dis ingkat DPA-SKPD adalah dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang d igunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran; 

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kese luruhan 
kegiatan yang me l iput i perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 
dan pengawasan keuangan daerah; 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya 
dis ingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bert indak sebagai Bendahara U m u m Daerah; 

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dis ingkat PA 
adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran u n t u k melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang d ip impinnya ; 

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
dis ingkat KPA adalah pejabat yang diber i kuasa 
u n t u k melaksanakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD; 

16. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan barang/jasa mi l ik daerah 
di masing-masing SKPD; 

17. Pejabat Pembuat Komi tmen yang selanjutnya 
dis ingkat PPK adalah Pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa; 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang 
selanjutnya dis ingkat PPTK adalah pejabat pada 
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dar i sua tu program sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 
selanjutnya dis ingkat PPK-SKPD adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD; 



20. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut dengan Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan u n t u k memperoleh 
barang/jasa oleh SKPD/Inst i tusi la innya yang 
prosesnya d imula i dar i perencanaan kebutuhan 
sampai diselesaikannya se luruh kegiatan u n t u k 
memperoleh barang/jasa; 

2 1 . Un i t Layanan Pengadaan yang selanjutnya 
dis ingkat ULP adalah u n i t organisasi pemerintah 
yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa yang terd i r i dar i pegawai-pegawai 
yang telah memi l ik i serti f ikat keahl ian pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

22. Pejabat Pengadaan adalah personil yang d i tun juk 
u n t u k melaksanakan Pengadaan Langsung, 
Penunjukan Langsung dan E-Purchasing; 

23. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah 
panit ia/pejabat yang d i te tapkan oleh PA/KPA yang 
bertugas memeriksa dan mener ima hasi l pekerjaan; 

24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas 
in te rn pada ins t i tus i la in yang selanjutnya disebut 
APIP adalah aparat yang me lakukan pengawasan 
mela lu i audi t , reviu, evaluasi, pemantauan dan 
kegiatan pengawasan la in terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; 

25. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau 
orang perseorangan yang menyediakan Barang/ 
Pekerjaan Konstruks i/Jasa Konsultansi/Jasa 
Lainnya; 

26. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang 
berisi ikrar u n t u k mencegah dan t idak me lakukan 
ko lus i , korups i dan nepotisme da lam Pengadaan 
Barang/Jasa; 

27. Barang adalah setiap benda baik berwujud 
m a u p u n t idak berwujud, bergerak m a u p u n t idak 
bergerak, yang dapat diperdagangkan, d ipakai , 
d ipergunakan atau d imanfaatkan oleh Pengguna 
Barang; 

28. Pekerjaan Konst ruks i adalah se luruh pekerjaan 
yang berhubungan dengan pelaksanaan kons t ruks i 
bangunan a tau pembuatan w u j u d fisik la innya; 

29. Jasa Konsul tansi adalah jasa layanan profesional 
yang m e m b u t u h k a n keahl ian ter tentu diberbagai 
bidang ke i lmuan yang mengutamakan adanya olah 
p ik i r (brainware); 



30. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan 
kemampuan ter tentu yang mengutamakan 
ke t rampi lan (skillware) da lam suatu sistem tata 
kelola yang telah d ikenal luas d i dun ia usaha 
u n t u k menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala 
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa 
Konsul tans i , pelaksanaan Pekerjaan Konstruks i 
dan pengadaan Barang; 

3 1 . Serti f ikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah 
tanda b u k t i pengakuan dari pemerintah atas 
kompetensi dan kemampuan profesi d ibidang 
Pengadaan Barang/Jasa; 

32. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa d imana 
pekerjaannya d irencanakan, d iker jakan dan/atau 
diawasi sendir i oleh SKPD sebagai penanggung 
jawab anggaran, instansi pemer intah lain dan/atau 
kelompok masyarakat; 

33. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang 
d i te tapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan 
yang harus d i taat i oleh para p ihak dalam proses 
Pengadaan Barang/Jasa; 

34. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut Kontrak adalah perjanjian tertul is antara 
PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana 
Swakelola; 

35. Pelelangan U m u m adalah metode pemi l ihan 
Penyedia Barang/ Pekerjaan Konst ruks i / Jasa 
Lainnya u n t u k semua pekerjaan yang dapat d i i k u t i 
oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan 
Konstruks i/Jasa Lainnya yang memenuh i syarat; 

36. Pelelangan Terbatas adalah metode pemi l ihan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruks i dengan 
j u m l a h Penyedia yang m a m p u melaksanakan 
d iyak in i terbatas dan u n t u k pekerjaan yang 
kompleks; 

37. Pelelangan Sederhana adalah metode pemi l ihan 
Penyedia Barang/Jasa Lainnya u n t u k pekerjaan 
yang berni la i pal ing tinggi Rp.5.000.000.000,00 
(lima mi l iar rupiah) ; 

38. Pemil ihan Langsung adalah metode pemi l ihan 
Penyedia Pekerjaan Konst ruks i u n t u k pekerjaan 
yang berni la i pal ing t inggi Rp.5.000.000.000,00 
(l ima mi l iar rupiah) ; 

39. Penunjukan Langsung adalah metode pemi l ihan 
Penyedia Barang/Jasa dengan cara menun juk 
langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa; 



40. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan 
Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/ 
Jasa, tanpa mela lu i Pelelangan/Seleksi/ 
Penunjukan Langsung; 

4 1 . Seleksi U m u m adalah metode pemi l ihan Penyedia 
Jasa Konsultansi u n t u k pekerjaan yang dapat 
d i i k u t i oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang 
memenuh i syarat; 

42. Seleksi Sederhana adalah metode pemi l ihan 
Penyedia Jasa Konsul tansi u n t u k Jasa Konsultansi 
yang berni la i pal ing tinggi Rp.200.000.000,00 (dua 
r a t u s j u t a rupiah) ; 

43. Sayembara adalah metode pemi l ihan Penyedia Jasa 
yang memper lombakan gagasan or is inal , kreatif itas 
dan inovasi ter tentu yang harga/ biayanya t idak 
dapat d i tetapkan berdasarkan Harga Satuan; 

44. Kontes adalah metode pemi l ihan Penyedia Barang 
yang memper lombakan Barang/benda ter tentu 
yang t idak mempunya i harga pasar dan yang 
harga / biayanya t idak dapat di tetapkan 
berdasarkan Harga Satuan; 

45. Usaha Mikro adalah usaha p roduk t i f mi l ik orang 
perseorangan dan/atau badan usaha yang 
memenuhi kr i ter ia Usaha Mikro sebagaimana 
d imaksud da lam undang-undang yang mengatur 
mengenai Usaha Mikro , Kecil dan Menengah; 

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi p rodukt i f yang 
berdir i sendiri dan d i l akukan oleh orang 
perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan a tau b u k a n cabang 
perusahaan yang d im i l i k i , d ikuasa i a tau menjadi 
bagian baik langsung m a u p u n t idak langsung dari 
usaha menengah atau usaha besar, yang 
memenuhi kr i ter ia Usaha Kecil sebagaimana 
d imaksud dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai Usaha Mikro , Kecil dan Menengah; 

47. Surat Jam inan yang selanjutnya disebut Jaminan , 
adalah j a m i n a n tertul is yang bersifat mudah 
d ica i rkan dan t idak bersyarat (unconditional}, yang 
d ike luarkan oleh Bank U m u m / Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan 
oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok 
Kerja ULP u n t u k menjamin terpenuhinya 
kewajiban Penyedia Barang/Jasa; 

48. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang 
memer lukan teknologi t inggi, mempunya i r isiko 
t inggi, menggunakan peralatan yang didesain 
k h u s u s dan/atau pekerjaan yang berni la i d i atas 
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus mi l iar rupiah) ; 



49. Pengadaan secara e lektronik atau E-Procurement 
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang d i laksanakan 
dengan menggunakan teknologi informasi dan 
transaks i e lektronik sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; 

50. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang 
selanjutnya dis ingkat LPSE adalah unsur 
pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
yang melayani proses pengadaan barang/jasa 
da lam pengadaan barang/jasa secara elektronik 
dengan menggunakan sistem apl ikasi SPSE 
nasional; 

5 1 . E-Tendering adalah tata cara pemi l ihan penyedia 
Barang/Jasa yang d i l akukan secara terbuka dan 
dapat d i i k u t i oleh semua Penyedia Barang/Jasa 
yang terdaftar pada sistem pengadaan secara 
e lektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kal i 
penawaran dalam w a k t u yang telah d i t en tukan ; 

52. Katalog e lektronik atau E-Catalogue adalah sistem 
informasi e lektronik yang memuat daftar, jenis, 
spesifikasi teknis dan harga barang te r tentu dar i 
berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah; 

53. E-Purchasing adalah tata cara pembelian 
Barang/Jasa mela lui sistem katalog elektronik. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang l ingkup Peraturan Bupat i in i me l iput i : 
a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya 

sebagian a tau se luruhnya d ibebankan pada APBD; 
b. pengadaan barang/jasa u n t u k investasi di 

l ingkungan Badan Usaha Mi l ik Daerah (BUMD) 
yang pembiayaannya sebagian atau se luruhnya 
d ibebankan pada APBD; 

c. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau 
se luruhnya dibiayai dar i Pinjaman / Hibah Luar 
Negeri (PHLN) yang sesuai a tau t idak bertentangan 
dengan pedoman dan ketentuan pengadaan 
barang/jasa dar i pemberi p in jaman/hibah yang 
bersangkutan; 

d. bagi pengadaan barang/jasa yang di laksanakan 
oleh penerima h ibah/bantuan , Pemerintah Desa 
dan sekolah, baik negeri m a u p u n swasta yang 
dananya sebagian atau se luruhnya bersumber dari 
APBD, APBN kecual i menggunakan pedoman 
khusus . 



BAB III 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pasal 3 

Pedoman dan Format Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan/Pekerjaan bagi SKPD merupakan pedoman 
da lam pengadaan barang/jasa da lam rangka 
pelaksanaan kegiatan / pekerjaan di l ingkungan 
Pemerintah Daerah sesuai ruang l ingkup yang d ia tur 
da lam Pasal 2. 

Pasal 4 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi SKPD 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan 
Bupat i i n i . 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

i n i 

Pasal 5 

mu la i ber laku pada tanggal Peraturan Bupa t i 
d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 
pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 

Di tetapkan d i Karanganyar 
pada tanggal 28 Oktober 2015 

BUPATI KARANGANYAR, 

(wU 
JULIYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 
pada tanggal 28 Oktober 2015 

SEKRETARIS DAERAH, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 70 


